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2.1 Kebijakan Publik 
Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya 
pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang 
bersangkutan (Nugroho, 2008 : 55) 
Dalam hal ini diketahui bahwa kebijakan publik dikelompokkan menjadi 
tiga yaitu : (Nugroho, 2008 : 62) 
a. Kebijakan publik yang bersifat macro atau umum; 
b. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah; 
c. Kebijakan publik yang bersifat micro. 
Sedangkan menurut (Nugroho, 2005 : 25) kebijakan publik adalah 
kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan 
kehidupan seseorang atau golongan. Nugroho (2008 : 115) mengatakan bahwa 
terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu : 
a. Perumusan kebijakan; 
b. Implementasi kebijakan; 
c. Evaluasi kebijakan. 
Menurut Yogi Suprayogi Sugandi (2011 : 74) dalam memahami kebijakan 
publik aparat perlu dibekali dengan konsep sebagai berikut : 
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a. Sosialisasi, merupakan bentuk dari distribution of information yang 
mengedepankan arti penting penyebaran informasi kebijakan kepada 
masyarakat luas, agar mendapat perhatian serius. 
b. Pemberdayaan, pemerintah perlu memberikan pemahaman dengan 
masyarakat akan arti penting sebuah kebijakan, karena untuk masalah 
kebijakan pemerintah dianggap tahu segalanya tentang masyarakat 
sehingga pengambilan keputusan lebih banyak diambil oleh para 
penguasa, sehingga cerminan kebijakan sebagai keputusan dari 
masyarakat tidaklah tepat. 
c. Partisipasi dalam kebijakan publik juga merupakan hal yang sangat 
serius perlu ditekankan dalam kebijakan publik, walaupun kebijakan 
itu verkaitan dengan suatu barang atau kebendaan, namun barang atau 
kebendaan tersebut merupakan keperluan manusia. Sehingga ilmu 
kebijakan merupakan ilmu yang berkaitan dengan manusia itu sendiri. 
2.2 Implementasi Kebijakan 
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 
dilakukan apabila perencanaan sudah dianggap tetap. Secara sederhana 
implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah 
bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, 
implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 
untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002 : 70), menurut Guntur Setiawan 
(2004 : 39) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang 
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saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif. 
Dari berbagai pengertian diatas memperlihatkan bahwa implementasi 
bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 
Ungkapan mekanisme suatu sistem mengungkapkan bahwa implementasi bukan 
hanya sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara 
sungguh-sungguh dengan didasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan 
kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi 
oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, implementasi 
kurikulum menurut Fullen merupakan suatu proses untuk melaksanakan ide, 
program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain menerima dan 
melakukan perubahan. 
Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat 
bergantung pada implementasi program atau kebijakan itu sendiri. Dimana 
implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan 
itu benar-benar memuaskan. Dalam kaitannya Nugroho (2005 : 158) 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 
mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan 
kebijakan publik, maka adanya dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan 
dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan. 
Kamus Webster dalam (Abdul, 2014 : 135) merumuskan bahwa istilah 
Implement (mengimplementasikan) itu berarti to provide the means jar carrying 
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out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give pracyical effect to 
(menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti 
maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses 
melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, 
peraturan pemerintah, keputusan peradilan. 
Menurut Perssman dan Wildsky dalam (Abdul, 2014 : 135) mengatakan 
bahwa mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata 
kebijakan. Proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapat perhatian yang 
seksama. Oleh sebab itu, keliru jika kita menganggap proses tersebut dengan 
sendirinya akan langsung mulus. 
Berdasarkan pandangan yang dinyatakan oleh beberapa ahli diatas, dapat 
disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya, 
menyangkut prilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, 
melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi dan sosial yang 
langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku semua yang terlibat. 
Akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak 
diharapkan.  
Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam rangka 
organizing, leading, controling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat maka tugas 
selanjutnya adalah untuk mengorganisasikan, kemudian pelaksanaan dan 
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melakukan pengendalian dalam pelaksanaan tersebut. Nugroho (2005 : 24) 
menyatakan implementasi kebijakan dapat disusun sebagai berikut : 
a. Tahap implementasi strategi 
1. Menyesuaikan struktur dengan strategi yaitu dengan kesesuaian 
antara pengambil keputusan dengan rencana kebijakan. 
2. Melembagakan strategi yaitu adanya suatu organisasi atau lembaga 
yang menjalankan setiap kebijakan. 
3. Mengoprasikan strategi yaitu menjelaskan setiap kebijakan untuk 
dijalankan. 
4. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi yaitu 
adanya prosedur yang jelas guna memudahkan pelaksanaan 
kebijakan. 
b. Pengorganisasian (Organizing) 
1. Organisasi dan struktur organisasi yaitu adanya suatu bentuk 
organisasi guna menjalankan kebijakan yang ada. 
2. Pembagian kerja yaitu jelasnya pembagian kerja dari bentuk 
organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. 
3. Interaksi atau koordinasi yaitu adanya hubungan kerjasama dengan 
pihak lain dalam menjalankan suatu kebijakan. 
4. Perekrutan atau penempatan sumber daya manusia yaitu menarik 




5. Budaya organisasi yaitu adanya kemampuan untuk bekerja dengan 
maksimal sesuai dengan skill. 
c. Penggerakan dan kepemimpinan 
1. Efektifitas kepemimpinan yaitu kemampuan pemimpin dalam 
menjalankan suatu organisasi. 
2. Motivasi yaitu adanya dorongan dari pemimpin pada bawahan 
untuk bekerja dengan baik. 
3. Etika yaitu aturan yang dimiliki oleh pegawai dalam bekerja. 
4. Mutu yaitu hasil kerja yang dimiliki oleh organisasi. 
5. Kerjasama tim yaitu adanya kerjasama pegawai dalam organisasi 
untuk melakukan suatu kerjaan. 
d. Pengendalian  
Pengendalian yaitu melakukan penggambaran mengenai setiap 
kegiatan didalam organisasi. 
Pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, 
dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk 
implementasi kebijakan akan berhasil dan apakah rintangan primer untuk 
implementasi kebijakan sukses, untuk itu perlu dipertimbangkan empat faktor 
kritis dalam implementasi kebijakan publik yaitu : 
a. Komunikasi 
Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah dan 
arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang 
diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan 
19 
 
tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe 
komunikasi yang diajukan oleh Edwar III termasuk pada tipe komunikasi 
vertikal. Menurut Karz dan Khan komunikasi vertikal mencakup lima hal : 
1. Petunjuk tugas yang spesifik (perintah kerja). 
2. Informasi dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai 
tugas dan hubungannya dengan tugas-tugas orientasi lainnya 
(rasionalitas pekerjaan). 
3. Informasi tentang praktek-praktek dan prosedur keorganisasiannya. 
4. Perintah-perintah. 
5. Arahan-arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan kepada pelaksanaan 
program. 
b. Sumber daya 
Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam 
implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana pun baiknya 
kebijakan atau program itu dirumuskan bahwa telah memenuhi kejelasan 
perintah dan arahan, dalam penyampaian dan konsisten dalam 
menyampaikan perintah dan arahan atau informasi. Tanpa ada dukungan 
sumberdaya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan 
dalam mengimplementasikannya. Sumberdaya yang dimaksud adalah 
mencakup jumlah pegawai yang memadai dengan keahlian yang memadai, 





c. Sikap (Disposisi) 
Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan 
sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
d. Struktur Birokrasi 
Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil 
atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staff, 
dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat 
keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuatan 
kebijakan. 
Kemudian Bambang Sunggono mengemukakan , implementasi kebijakan 
mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu: 
a. Isi kebijakan 
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi 
kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, 
sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan 
terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya 
ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. 
Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga menunjukkan 
adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab 
lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat 
terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-





Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang 
peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat 
berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini 
justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. 
c. Dukungan 
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada 
pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan 
kebijakan tersebut. 
d. Pembagian Potensi 
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 
kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para 
pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan 
diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi 
pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian 
wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian 
tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas 
(Bambang Sunggono,2001 : 149-153). 
Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang 




Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-
faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan 
suatu kebijakan publik, yaitu : 
a. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana 
terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan 
publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu. 
b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan 
dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai 
atau bertentangan dengaan peraturan hukum dan keinginan pemerintah. 
c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara 
anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan 
menipu atau dengan jalan melawan hukum. 
d. Adanya ketidak pastian hukum atau ketidak jelasan “ukuran” kebijakan 
yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi 
sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik. 
e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan 
sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-
kelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 2001 
:144-145). 
Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan 
mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, 
tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan 
apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau 
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perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka 
suatu kebijakan publik tidaklah efektif. 
2.3 Pemerintahan  
Istilah “Pemerintahan” berasal dari bahasa latin “Gubernaculum” yang 
berarti kemudi, dalam bahas Yunani “Kuberman” yang artinya mengemudikan 
kapal. Dari bahasa yunani inilah kemudian disalin ke bahasa inggris 
“Government”  yang bersal dari kata kerjato govern yang berarti perintah, 
walaupun masih ada istilah lain to order maupun to command. Government berarti 
pemerintah; Pemerintahan; Penguasa: Wilayah Negara yang diperintah: dan Cara 
atau system yang memerintah. 
Sementara dalam bahasa Indonesia istilah “Pemerintahan” berasal dari 
kata”Perintah” yang berarti melakukan pekerjaan menyeluruh, penambahan 
awalan pe menjadi “Pemerintah” berarti badan yang melakukan kekuasaan 
memerintah. Menurut W. J. S. Poewadarminta dan S. Pamudji (1995:36) 
menjelaskan kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang masing- masing 
mempunyai arti sebagai berikut: 
a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh, melakukan 
sesuatu, yang dilakukannya jika mereka sudah siap, tinggal menunngu 
perintah.  
b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara atau badan 
tertinggi yang memerintah suatu Negara. 
Kaufman (dalam Thoha, 1995 : 101) menyebutkan bahwa: Tugas 
pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian 
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dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya 
mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan 
kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan 
power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. 
Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat 
diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan 
(empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan 
keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian 
masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.  
Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, 
menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. 
Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan 
lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang 
memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam 
masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, 
mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam 
masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati 
segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan 
kepada masyarakat. 
2.4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Mendirikan, 
Memperbaiki dan Membongkar Bangunan 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 
Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan, bangunan adalah sebuah 
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atau sekelompok bangunan yang akan didirikan atau telah didirikan yang 
dipergunakan untuk tempat usaha atau tempat tinggal serta jenis atau bagian yang 
bersangkutan dengan bangunan itu yang bersifat permanen. Izin mendirikan 
bangunan, memperbaiki dan membongkar bangunan adalah persetujuan resmi dari 
dari kepala daerah untuk memulai pekerjaan mendirikan, memperbaiki atau 
merobohkan bangunan yang selanjutnya disebut IMB. 
2.5 Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan 
Menurut peraturan pemerintahan daerah kabupaten pelalawan, bangunan 
adalah sebuah atau sekelompok bangunan yang akan didirikan atau telah didirikan 
yang dipergunakan untuk tempat usaha atau tempat tinggal sejenis atau bagian 
yang bersangkutan dengan bangunan itu yang bersifat permanen, semi permanen 
maupun darurat diatas tanah atau perairan. Didalam peraturan pemerintah daerah 
kabupaten pelalawan telah dijelaskan, mendirikan bangunan adalah usaha pekerja 
untuk membuat atau mendirikan bangunan, merubah bangunan adalah usaha 
pekerja untuk merubah bentuk dasar dan sifat bangunan semula induk maupun 
bangunan turunan, memperbaiki bangunan adalah usaha pekerja untuk 
memperbaiki bangunan yang telah ada dengan tidak merubah induk maupun 
bangunan turunan, membongkar bangunan adalah usaha pekerja untuk 
membongkar atau menghilangkan meniadakan bangunan dan izin mendirikan 
bangunan, merubah, memperbaiki dan merobohkan bangunan adalah persetujuan 
resmi dari kepala daerah untuk memulai/mengakhiri pekerjaan mendirikan. 




Izin Mendirikan Bangunan 
Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan undang-
undang atau peraturan pemerintah untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan 
tertentu yang secara umum dilarang (Sutedi, 2010 : 168). Izin juga merupakan 
instrument pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dalam 
mengatur kepentingan umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa izin adalah sesuatu 
persetujuan penguasa untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. 
Tujuan izin yaitu untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti 
keinginan pemerintah. 
1. Mengarahkan aktifitas tertentu. 
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan. 
3. Keinginan melindungi objek tertentu. 
4. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. 
Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, bentuk-bentuk perizinan 
dibagi 2 yaitu : 
1. Dispensasi  
Yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu 
peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku karena sesuatu hal yang 
sangat istimewa. Adapun tujuan diberikan dispensasi itu adalah agar seseorang 
dapat melakukan sesuatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya 
harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang 
yang bersangkutan. 
2. Verning  
Yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu 
perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
Pembuatan administrasi negara yang memperkenakan perbuatan tersebut bersifat 
suatu izin. 
Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan 
atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga bisa disebut 
dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam 
kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan 
memiliki beragam bentuk, ukuran dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian 
sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, 
kondisi cuaca, harga, kondisi tanah dan alasan estetika. 
Bangunan mempunyai berbagai fungsi bagi kehidupan manusia, terutama 
sebagai tempat berlindung dari cuaca, keamanan, tempat tinggal, privasi, tempat 
menyimpan barang dan tempat bekerja. Suatu bangunan tidak bisa lepas dari 
kehidupan manusia khususnya sebagai sarana pemberi rasa aman dan nyaman. 
Contoh banguan yang paling sering kita lihat yaitu gedung beserta konstruksi dan 
rancangannya, jalan, serta sarana telekomunikasi. Secara umum, peradaban suatu 
bangsa dapat dilihat dari teknik-teknik bangunan maupun sarana dan prasarana 
28 
 
yang dibuat maupun ditinggalkan oleh warisan manusia dalam perjalanan 
sejarahnya. 
Standar Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan 
Standar Operating Procedure (SOP) di kabupaten pelalawan yaitu sebagai berikut: 
a. Pemohon mengisi formulir permohonan. 
b. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan. 
c. Pembayaran retribusi daerah. 
d. Penentuan pola I atau pola II. 
e. Proses penerbitan izin. 
f. Priksa dan paraf : 
1. Petugas verifikasi. 
2. Periksa I paraf kasubid pelayanan. 
3. Periksa II paraf kasubid pelayanan dan survey. 
g. Penanda tangan izin oleh kepala badan. 
h. Forporasi. 
i. Pemohon menerima izin. 
Untuk persyaratan izin mendirikan bangunan yaitu pemohonan harus 
melengkapi persyaratan : 
a. Persyaratan umum 
1. Permohonan tertulis 
2. Pas foto 3x4 2(dua) lembar 
3. Foto copy KTP pemohon 
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4. Matrai Rp.6000 4(empat) lembar 
5. Surat pernyataan 
6. Surat perjanjian pembangunan 
7. Surat perjanjian sepadan diketahui lurah / kepala desa 
8. Rekomendasi camat 
9. Foto copy surat tanah 
10. Foto copy pembayaran PBB 
11. Gambar rencana bangunan yang dibuat oleh konsultan (yang ber 
SIBP) dan diperiksa dinas tata kota pertamanan dan kebersihan 
12. Rekomendasi tim teknis 
b. Persyaratan khusus (pabrik, tower, perumahan, hotel) dan lain-lain 
1. Izin prinsip penanaman modal untuk PMDN 
2. Izin lokasi 1(satu) hektar keatas 
3. Izin gangguan 
4. AMDAL, UPL / UKL / SPPL 
5. Rekomendasi pil banjir dari dinas pekerjaan umum untuk 
perumahan 
6. Rencana anggaran biaya untuk tangki dan tower 
c. Waktu penyelesaian izin 
POLA II : 12 hari kerja terhitung sesudah survey dan berkas lengkap 
diterima. 




e. Waktu : selama bangunan masih ada dan tidak ada perubahan. 
Sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2005 Tentang Izin Mendirikan 
Bangunan, Memperbaiki dan Membongkar bangunan. Dan ditambah Perda No.04 
tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki wewenang sebagai berikut : 
1. Melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan 
Nomor 25 Tahun 2001  tentang  mendirikan, memperbaiki dan 
membongkar bangunan. Dan ditambah Perda No.04 tahun 2012 
tentang Perizinan Tertentu. Kemudian memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dan menerbitkan izin mendirikan bangunan. 
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pembangunan gedung. 
3. Memberikan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pelalawan Nomor 25 Tahun 2001  tentang  mendirikan, memperbaiki 
dan membongkar bangunan. Dan ditambah Perda No.04 tahun 2012 
tentang Perizinan Tertentu kepada pelanggar izin mendirikan 
bangunan Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu 
ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :  
a. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 
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50.000.000 ( lima puluh juta Rupiah ), dengan tidak mengurangi 
kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.  
b. Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.  
c. Atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Secara teori verguning atau izin didefinisikan sebagai suatu perbuatan 
administrasi negara yang memperkenalkan perbuatan yang secara umum tidak 
dilarang dalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan sesuai dengan 
syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku. Pada 
dasarnya mendirikan bangunan adalah sebuah perbuatan yang berbahaya, hal ini 
dikarenakan bangunan merupakan tempat sentral bagi manusia beraktifitas sehari-
hari, baik ketika dirumah maupun dikantor. Kriteria bahaya muncul ketika 
bangunan tersebut memiliki syarat tertentu agar tidak rubuh dan mencelakai orang 
didalam atau disekitarnya. 
Bangunan didirikan dengan syarat pertimbangan dan perhitungan yang 
matang mengenai bentuk struktur dan kekuatan struktur serta kekuatan bahan 
yang digunakan. Dengan demikian bangunan tersebut akan kuat dan tidak 
rusak/roboh mencelakai orang didalamnya. Bangunan yang didirikan tanpa 
adanya perhitungan mengenai kekuatan struktur dan bahan maka akan mudah 
roboh dan menimbulkan bahaya bagi orang banyak. Dalam rangka melindungi 
keselamatan masyarakat banyak dari bahaya roboh / rusaknya bangunan maka 
kegiatan pembangunan harus diawasi, boleh dibangun tetapi dengan syarat 
tertentu. Diantaranya syarat itu salah satunya adalah harus kuat dari segi struktur 
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kontruksi dan bahan yang digunakan, apabila tidak dipenuhi maka kegiatan 
mendirikan bangunan itu termasuk kategori membahayakan keselamatan 
masyarakat sehingga izin mendirikan bangunan tidak diberikan. Pengawasan 
pemerintah daerah terhadap kegiatan membangun bangunan dilaksanakan melalui 
pemberian izin mendirikan bangunan yang dimohonkan oleh anggota masyarakat 
yang memberikan gambaran bangunan yang akan didirikan lengkap dengan 
gambar dan perhitungan struktur kontruksi. Kemudian setelah diteliti dan 
dipertimbangkan dengan cermat, apabila memenuhi syarat maka izin tersebut 
dikeluarkan dan pemohon diwajibkan membayar retribusi guna pemasukan 
keuangan daerah. 
2.6 Definisi Konsep  
Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan 
pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan definisi konsep. 
1. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, 
khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan 
negara yang bersangkutan (Nugroho, 2008 : 55) 
2. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 
Implementasi kebijakan adalah kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 
disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik 
usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan 
akibat / dampak pada masyarakat (Abdul, 2004 : 135). 
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3. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara atau badan 
tertinggi yang memerintah suatu Negara. W. J. S. Poewadarminta dan 
S. Pamudji (1995:36). 
4. mendirikan bangunan adalah usaha pekerja untuk membuat atau 
mendirikan bangunan, memperbaiki bangunan adalah usaha pekerja 
untuk memperbaiki bangunan yang telah ada dengan tidak merubah 
induk maupun bangunan turunan, membongkar bangunan adalah usaha 
pekerja untuk membongkar atau menghilangkan meniadakan bangunan 
dan izin mendirikan bangunan, merubah, memperbaiki dan 
merobohkan bangunan adalah persetujuan resmi dari kepala daerah 
untuk memulai/mengakhiri pekerjaan mendirikan. (Perda Nomor 4 
Tahun 2005). 
2.7 Konsep Operasional 
Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan 
bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga memulai pengukuran ini dapat 
dikatahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari 
variabel tersebut. 
Tabel 2.1 : Konsep Operasional 
Variabel Penelitian Indikator Sub Indikator 
Implementasi 
Kebijakan Perda 








a. Mendirikan bangunan ruko harus 
memiliki izin kepala daerah 
b. Mendirikan bangunan ruko harus 
disesuaikan pada kiri dan kanan 





































mempunyai kebijaksanaan lain 
c. Mendirikan bangunan ruko 
maksimal jarak 30M dari jalan  
d. Sebidang tanah untuk tempat 
didirikannya bangunan ruko harus 
bersih dari lobang bekas galian 
sumur yang tidak dipakai 
e. Sebidang tanah yang akan 
didirikan bangunan ruko harus  
lebih tinggi atau lebih rendah dan 
pekarangan yang ada, supaya 
dilampirkan gambar-gambar 
keadaan serta profil 
f. Pemegang imb dilarang 
membangun ruko menyimpang 
dari izin yang diberikan 
g. Bangunan dapat dipergunakan 
setelah kepala dinas menyatakan 
bahwa bangunan memenuhi 
syarat untuk dipergunakan 
h. Pemegang izin harus mematuhi   
prosedur yang diberikan kepala 
dinas tentang cara atau bahan 
untuk membangun guna 
keselamatan dan keutuhan 
a. Untuk mengadakan perubahan 
harus memiliki izin perubahan 
sebelum melaksanakan perubahan 
b. Bangunan ruko yang letaknya 
tidak memenuhi syarat untuk 






















3. Membongkar  
diperbaiki, kepala daerah dapat 
menyatakan bahwa bangunan 
tersebut dilarang untuk 
dipergunakan atau ditempati 
c. Pemilik bangunan diwajibkan 
segera memperbaiki atau 
mengganti atau merombak bagian 
yang sudah runtuh sesuai dengan 
petunjuk kepala daerah 
d. Dengan keadaan yang mendesak 
kepala daerah dapat mengambil 
tindakan perombakan atas 
bangunan runtuh 
e. Mengadakan perubahan untuk 
seluruh atau sebagian atau 
mengadakan pembaharuan atau 
perubahan bangunan yang telah 
ada harus memperhatikan 
kontruksi dan arsitektur bangunan  
a. Bagi bangunan yang didirikan 
tanpa izin kepala daerah dapat 
dibongkar paksa oleh kepala 
daerah 
Sumber : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pelalawan Nomor 25 Tahun 2001  tentang  mendirikan, memperbaiki dan 
membongkar bangunan. 
2.8 Pandangan Islam 
Mengenai pentingnya suatu perizinan, dijelaskan dalam Al-Qur’an surah 
An-Nur ayat 62 adalah sebagai berikut : 
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                            
                         
                                
           
Artinya : (yang disebut) orang mukmin hanyalah orang beriman kepada 
Allah dan RasulNya (Muhammad) dan apabila mereka berada bersama-sama 
dengan dia (Muhammad) dalam urusan bersama. Mereka meminta izin 
kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu 
(Muhammad) mereka itulah orang-orang yang (benar-benar) beriman kepada 
Allah dan RasulNya. (QS An-Nur,62. 
Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa hak seseorang untuk memberi izin 
kepada yang mengajukan izin dengan mempertimbangkan beberapa hal terkait 
izin yang diajukan, kemudian mengenai adab perizinan bukanlah untuk 
memepersulit dalam pelaksanaan izin tersebut. Namun kaidah ini ada bahwasanya 
islam mengajarkan untuk taat kepada ajaran-ajarannya khusnya dalam pemberian 
izin. Dalam kaitannya dengan izin mendirikan bangunan, dimana yang telah 
ditetapkan pemerintah daerah kabupaten pelalawan dijelaskan bahwa setiap orang 




2.9 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu 
No 
Nama Peneliti / Judul 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
1 Rhomalis Eka Syahputra 
“Implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten 
Indragiri Hulu Nomor 4 
Tahun 2014 Tentang Izin 
Mendirikan Bangunan 
(studi di kecamatan 
lubuk batu)” 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 
terimplementasinya peraturan daerah kabupaten 
indragiri hulu nomor 4 tahun 2014 tentang izin 
mendirikan bangunan, karena kurangnya 
sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2014, 
kurangnya pengawasan penyelenggaraan 
bangunan gedung dan kurang diterapkannya 
sanksi seperti dibongkarnya bangunan. 
 




Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Pontianak 
di Kelurahan Benua 
Melayu Darat” 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 
implementasinya masih terdapat bangunan yang 
tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan 
berdiri dikawasan yang tidak sesuai dengan 
perda tentang rencana tata ruang wilayah yang 
disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia 
serta sarana dan prasarana dibidang teknis, 
kurangnya pengawasan dalam proses perizinan 
dan perkembangan tata ruang dilapangan serta 
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang 
izin mendirikan bangunan dan penataan ruang. 
3 Syapril “Implementasi 
Kebijakan Pemerintah 
Daerah Kota 
Tanjungpinang Nomor 7 
Tahun 2010 Tentang Izin 
Mendirikan Bangunan 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa  
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan 
Gedung dalam hal ini adalah kepemilikan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) belum terlaksana 
dengan baik. Hal ini dikarenakan faktor sumber 
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Gedung di Kota 
Tanjungpinang” 
daya manusia yang masih kurang seperti 
perekrutan dan penempatan pegawai  pada 
bagian yang tidak sesuai dengan keahlian dan 
kemampuan  mereka dan tingkat kepatuhan 
masyarakat yang masih rendah  dalam memiliki 
IMB atas bangunan yang dimiliki,  dikarenakan 
pengurusan IMB yang terlalu berbelit-belit dan 
banyaknya dokumen-dokumen yang perlu 
dipersiapkan untuk memiliki IMB, serta tidak 
adanya sosialisasi  sehingga  menyebabkan 
banyaknya bangunan di Kota Tanjungpinang 




2.10 Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 
tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun 
kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah : 


















Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 25 Tahun 2001  tentang  mendirikan, 
memperbaiki dan membongkar bangunan. Ditambah  Perda Nomor 04 Tahun 




 Bangunan yang tidak memiliki izin 
 Rendahnya tingkat pendataan bangunan 
 Kurang tegasnya pelaksanaan Perda 
 
Implementasi  
Mendirikan, Memperbaiki dan 
Membongkar Bangunan 
 
Tidak terlaksana Terlaksana 
